
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a, bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Sumatera Utara

Nomor 16 Tahun 2019 telah ditetapkan pedoman pelaksanaan

transaksi non tunai;
b+ bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerimaan

dan pembayaran untuk transaksi non tunai di bngkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubemur

sebagaimana dimaksud dalam buruf a perlu diubah;
c* bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubemur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Mengingat
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4435);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Keuangan dan Tanggung jawab

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4435);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138t Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) , sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Infarmasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

Perbendaharaan

Negara
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kineija Jnstansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuian

Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah;
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19, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ftokok-Bokok

Pfengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1(;

20. Peraturan Gubemur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan

Qrganisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Gubemur Nomor 46 Tahun 2018

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubemur Sumatera

Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan

Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

TRANSAKSI NON TUNAI .

Menetapkan

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Sumatera Utara

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi

Non Tunai diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 10 ayat (5) dihapus sehingga berbunyi

sebagai berikut :
1.

Pasal 10

(1) Proses penerbitan SPP dan SPM sesuai dengan pedoman

pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah yang ditetapkan

oleh Gubemur.
(2) Besaran UP setiap SKPD ditetapkan dengan Keputusan

Gubemur.
(3) UP setiap SKPD diterima melalui proses transfer dari

BUD dalam bentuk Non Tunai dan disimpan di rekening

Bank yang ditetapkan oleh Gubemur.
(4) Pembayaran kepada pihak ketiga yang menggunakan UP

melalui mekanisme pemindahbukuan/ surat perintah

pemindahbukuan/cek/bilyet giro/CMS.



- 5 -
Diantara Pasal 10 dan 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu

Pasal 10 A, sehingga berbunyi :
2 .

Pasal 10 A

(1) Seluruh pembayaran belanja oleh Bendahara

Pengeluaran dilakukan melalui proses transfer dari

rekening bendahara pengeluaran SKPD ke rekening

Pegawai/ Penyedia Barang/Masyarakat.

(2) Pemberian uang panjar perjalanan dinas melalui uang

persediaan meliputi hotel dan transport dilakukan

melalui proses transfer ke rekening pegawai yang

melaksanakan perjalanan dinas.

(3) Sisa biaya perjalanan ditransfer ke rekening pegawai

setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas

dilengkapi.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut i

Pasal 16

(1) Batas maksimal penerimaan daerah pada SKPD dapat

dilaksanakan secara tunai sebesar Rp.5.000.000*00

(lima juta rupiah) per hari.

(2) Basil penerimaan daerah harus disetorkan ke RKUD,

paling lama 1 x 24 jam,

(3) Batas maksimal penggunaan UP pada SKPD dalam

bentuk tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta

rupiah) per hari.
(4) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas

transaksi penerimaan daerah dibebankan pada wajib

pajak/wajib retribusi atau pihak yang membayar sesuai

dengan ketentuan perbankan.
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(5) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbuikan atas

transaksi pengeluaran daerah dibebankan pada pihak

penerima transfer sesuai dengan ketentuan perbankan.

Pasal II

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara +

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 11 Mei 2020
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI
Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

<k
APRILLA .J5IREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003


